BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyaj sistem
peradilan dan catur penegak hukum Namun dalam komponen peradilan yang
cukup urgen adalah Kepolisian, Hal inj disebabkan kepollsian merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian
satu sistemn yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan
keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komgponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah
mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian
negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai
penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap
penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.

Dalam KUHAP Pasal I butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-uadang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesta dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya
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hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan
dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeltharanya keamanan dalam negeri,
terselenggaranya fingsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalab satu fiingsi pemenntahan negara di bidang
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan
masyarakat dalam rangka terjyaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgral fimgsi pemerintahan negara, temyata
fungsi tersebut meailiki takacan yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif
dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga
mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat
pada fimgsi utama acmunisttasi negara mulai dant bimbingan dan pcngaturan
sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan

kompetensi pengadilan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam
sebuah pencli%éan. Sknpsi ini penulis buat dengan judul “ PERANAN POLRI
SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIBANA PENCURIAN MENURUT
KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG

KEPOLISIAN *.
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Agar mendapatkan pengertian yang memada: dalam memahami skripsi

nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak

terjadi kesalahpaharman dalam mengartikan judul. Untuk membenkan pengettian

atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1.

Aspek Hukum merupakan kata yang mempunyai dua kata dasar, yaitu aspek
dan hukum. Aspek berarti : segi, pandangan (terhadap sesuatu hal, peristiwa
!

Sedangkan kata hukum dapat berarti “keseluruhan kaidah dan norma mengenai
suatu segi kehidupan masyarakat“ ?

Kewenangan berarti : *hak dan kekuasazs untuk melakukan sesuatu®.’

Polri merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal
angka I UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala bal-ikhwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Penyidik adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hat inj

penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1butir (I) KUHAP menyebutkan
“penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk metakukan penyidikan®.

! W.1.S. Postwadmima, Kamus Umum Bahasa Indenesia, Balaj Pustaka, Jakana, [993, hal

2 Andi Hamzah, Xarres Hukuns, Alumpi, Bandung, 1986, hai. 242,
3 W.1.S. Poerwadzrovimz, Op.Cit, hal. 1150,
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5. Menurut berarti “sesuai dengan, tidak bertentangan dengan®.*

6. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan peraturan
pelaksana dalam menjalankan hukum pidana di Indonesia.

Dari pengertian dan penegasan judut di atas, dapat disimpulkan bahwa
makna dari judul slripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas kekuvasaan
yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan
KUHAP sebagai landasan yundis bagi proses beracara dan UU No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak
akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum
Kepolisian oleh karena pembicaraao ang sedemikian becanti sudah meloncat
kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmanya sustu lapangan hukum yang baru ternyata tidak
tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan.
Pembidangan hukum temyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karera
tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta
persoslan-persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga

memerlulsan hukum yang cukup -
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Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah
mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian
negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai
penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan tesiadap
penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang dibe:i wewenang khusus oleh undang-
undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan
pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat daiam rangka terjaminnya
tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebaggimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik
Indonesia banyak dijumpai keganjalan-keganjalan dalam hal penyidikan yang
melampaut batas- batas wewenangnya antaia lain :

1. Dalam pemeriksaan sering kita temukan para oknum kepolisian dalam
prakteknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada peraaksaan,

2. Perihal peranan Polri sejauh mana wewenangnya dapat diketahui oleh
masyarakat urnum.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana,
apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini
ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002

tentang Polri dan sudah memiliki kekuvatan hukum. Dalam KUBHAP, Polri
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